KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN P

Mengingat

s il iV N
Fe ey~ i
1ZIN }

KEPADA YAYASAN BINAWARGA

KOTA

bahwa SMK NUSANTARA KOTA BOGOR (YAYASAN BINAWARGA TANAH
BARU) telah diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1112015 Tanggal 20 Februari 2015 yang habis masa berlakunya pada tahun ajaran
2015/2016 dan Hj. Heriyana atas nama Yayasan Binawarga Tanah Baru
beralamat Jalan Batara No 11 B RT 05 RW 02 Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor
Utara, Kota Bogor, telah mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional
mohgofgnml dengan nomor pendaftaran 20160531. SMK.05098 tanggal
ei .

bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.5/3007-Dikmen Tanggal 16 Mei 2016 perihal
Rekomendasi Izin Operasional SMK NUSANTARA KOTA BOGOR, terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menslapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penzinan Terpadu dan
Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peg)‘u Non'ot:u'2014
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 ';. un s
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahm)'
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
ot
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tomag 'smdar Pendidi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); ‘
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang. Standar
Penilaian Pendidikan; A . 4. ol
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses Untuk Satuan Pendidikan Menengah; =
Peraturan Menteri Pel
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a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
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KETIGA :Apabihizinopmimalsdmldriniﬁdakmmmnimmm
peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional sekolah ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak
unggaHSFobnmlzmsumpal tanggaHsFebnnﬂMdmwaﬁbmeuum
daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa beriaku
izin ini berakhir;

Ditetapkan di Bogor
padatanggal 1 § JUN: 7016
a.n. WALIKOTA BOGOR
- - -~ KEPALA BADAN PELAYANAN
' PERIZINANTERPADU
e DAN NANAMAN MODAL,

Tembusan.
1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor




